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ABSTRAK 
 

 
Amrillah / 222014362/2019 / Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan 
Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kenten Palembang / Akuntansi Sektor Publik. 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas 
Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kenten Palembang. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang 
dimaksud adalah mendeskripsikan dan memaparkan hasil penelitian mengenai proses penyaluran, 
penggunaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan tentang anggaran dan pelayanan pada 
Puskesmas Kenten Palembang. dan sampel penelitian ini sebanyak 40 orang. Alat pengambilan 
data adalah kuesioner, metode analisis yang di gunakan penelitian deskriptif adalah penelitian 
yang dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 
perbandingan, atau menghubungkan antar variabel lain. Deskriptif hanya akan mendeskripsikan 
keadaan atau suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan 
fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehinggga 
lebih mudah di tangkap maknanya yaitu dengan menyajikan data-data dalam bentuk angka 
maupun tabel. 
      Disimpulkan bahwa dari hasil pembahasan dan penyajian data bahwa pengelolaan anggaran 
dan realisasi Puskesmas, Transparansi dalam pemberian informasi tentang penerimaan dan 
anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kenten Palembang belum 
dilakukan secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi 
yang akurat dalam pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dan Pada 
Puskesmas Kenten Palembang akuntabilitas (pertanggung jawaban) kepada Pemerintah Pusat 
sudah terlaksana dengan baik, tetapi kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik. 
 
Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Anggaran BOK 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Kualitas pelayanan adalah standar yang harus di upayakan apabila 

Pemerintah ingin memberikan kontribusi yang maksimal pada pengguna 

layanan jasa atau masyarakat. Saat ini upaya untuk memberikan pelayanan 

yang berkualitas kepada masyarakat menjadi perhatian utama bagi organisasi 

privat maupun pubik. Masyarakat atau pengguna layanan jasa akan merasa 

dimudahkan atas permasalahan yang mereka alami dan rasakan. Kualitas 

pelayanan tersebut meliputi kegiatan aktivitas aparatur Negara untuk 

memenuhi permintaan pengguna jasa, secara spesifik kegiatan tersebut 

merupakan metode, prosedur maupun sistem yang ada sebagai kesatuan untuk 

menghasilkan pelayanan yang memuaskan. 

      Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik berkembang 

seiring dengan berkembangnya kesadaran bahwa warga memiliki hak untuk 

dilayani dan juga mengontrol kegiatan pelayanan. Ketika pelayanan publik 

berkembang dengan baik maka akan tercipta kepuasan pelanggan yang baik 

pula. Pelayanan publik yang baik ditandai dengan meningkatnya stabilitas 

negara dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Negara.  

      Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan 

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 
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pertanggung jawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. Hasil dari akuntansiadalah laporan keuangan. Pada 

dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan 

transparansi yang merupakan syarat pendukung akuntabilitas yang berupa 

keterbukaan Pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. 

(Mardiasmo, 2009). 

      Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat 

kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai 

pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi. Menurut Sujarweni 

(2015) Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur 

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-

jawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang di percayakan 

kepadanya dan ketaatannya pada Peraturan Perundang-undangan. Transparasi 

adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta 

hasil-hasil yang dicapai. 

      Pelayanan publik yang berkualitas dilingkungan Lembaga Pemerintah juga 

dapat dilakukan dengan membudayakan konsep akuntabilitas publik. 

Akuntabilitas sendiri menurut Menurut Mardiasmo (2004) mengartikan 

akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan 
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mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.  

      Penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah salah satunya ada 

pada bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini menjadi penting karena 

kesehatan merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui kesejahteraan 

masyarakat di suatu daerah, untuk itu diperlukan upaya yang maksimal bagi 

pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan di bidang kesehatan yang 

berkualitas. 

      Pelayanan dibidang kesehatan ini diwujudkan salah satunya melalui 

pelayanan unit terkecil wilayah suatu daerah yang juga disebut sebagai 

Puskesmas. Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui Puskesmas ini 

merupakan suatu cara Pemerintah Daerah untuk meyakinkan masyarakat 

bahwa Pemerintah mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakatnya, dengan memberikan bantuan untuk masyarakat melalui 

Pemerintah dengan adanya anggaran dana BOK bagi Puskesmas. Anggaran 

dana BOK merupakan Bantuan Operasional Kesehatan. Dalam surat 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 

494/Menkes/SK/IV/2010 tentang petunjuk tehnis Bantuan Operasional 

Kesehatan (BOK) bagi puskesmas dalam melakukan berbagai upaya 

kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, merupakan salah satu bentuk 

tanggung jawab pemerintah dalam upaya kesehatan. Puskesmas sebagai Unit 

Pelaksana Kesehatan Tehnik (UPT) mempunyai fungsi yang amat strategis 
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karena berada di ujung tombak pelayanan yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan diwilayah kerjanya secara proaktif 

dan responsif. 

      Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015  

Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan : 

      Pasal 1, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan dijadikan 

sebagai acuan bagi Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta petugas kesehatan 

di Puskesmas dan Kabupaten/Kota dan Provinsi agar dalam pengelolaan teknis 

Bantuan Operasional Kesehatan pada tahun 2015 dilakukan secara akuntabel, 

transparan, efektif, dan efisien.  

      Pasal 2, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:  

a. Memberikan pemahaman yang sama tentang konsep dasar, arah dan 

prinsip pengelolaan teknis Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas, 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi; dan  

b. Memastikan pengelolaan teknis Bantuan Operasional Kesehatan dilakukan 

secara benar, tepat waktu, tepat pelaksanaan, tepat mutu, tepat sasaran dan 

tepat manfaat serta tepat pertanggungjawaban.  

Pasal 3, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
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      Pemerintah Daerah, dituntut lebih kreatif dan inovatif  memadukan semua 

potensi yang ada untuk pembangunan kesehatan dan mengupayakan dengan 

sungguh-sungguh pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan sebesar 10% 

dari APBD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan khususnya kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan 

masyarakat melalui operasional Puskesmas.  

      Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan kebijakan Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK) untuk peningkatan akses pelayanan di 

puskesmas dan jajarannya berupa Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

494/Menkes/SK/ IV/2010 yang diperbaharui melalui Peraturan Menteri 

kesehatan RI No. 210/Menkes/Per/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang 

petunjuk teknis BOK. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 

2016 tentang petunjuk teknis penggunaan Anggaran Dana BOK, anggaran 

Dana BOK Tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelian Obat-

obatan. 

      Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dimaksudkan untuk 

mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Hal ini sejalan 

dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 H ayat 1 yang 

menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan investasi 

untuk keberhasilan pembangunan bangsa. 

      Tantangan pembangunan kesehatan semakin kompleks yang ditandai 

dengan perubahan kondisi kesehatan yang semakin tidak menentu baik di 

tingkat lokal maupun nasional. untuk itu diperlukan komitmen Pemerintah 
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dalam mensinergikan upaya pembangunan kesehatan baik di pusat maupun di 

daerah. Walaupun bidang kesehatan merupakan salah satu kewenangan wajib 

pemerintah kabupaten/kota, namun pemerintah pusat tetap bertanggung jawab 

atas keberhasilan pembangunan kesehatan secara nasional. Begitu juga di 

dalam pasal 34 UUD 1945 disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 

layak. Salah satu bentuk nyata dari implementasi pasal tersebut adalah dengan 

Pembangunan Puskesmas dan jaringannya yang memiliki fungsi strategis 

sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya secara proaktif 

dan responsif. Kinerja Puskesmas selalu dituntut untuk terus lebih baik 

sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak hidup sehat 

bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang 

tinggal di tempat yang sulit dijangkau. Peraturan Menteri Kesehatan No 66 

tahun 2017 telah menjelaskan bahwa Puskesmas haruslah bersifat transparan, 

akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

      Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 

tahun 2015 tentang Teknis Bantuan Operasional Kesehatan pada prinsip 

dasarnya pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan harus memperhatikan 

tata kelolaan keuangan yang efektif, efesien, transparansi, akuntabilitas 

sehingga pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Kesehatan 

menyangkut sember dana dan jumlah dana, rincian penggunaan dan 

pertanggung jawaban dilaksanakan secara terbuka terhadap masyarakat 

sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
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mengetahuinya. Serta pengelolaan dan pemanfaatan dana Bantuan 

Operasional Kesehatan harus akuntabilitas yang dapat di pertanggung 

jawabkan sesuai dengan aturan Juknis Bantuan Operasional Kesehatan dan 

peraturan terkait lainnya. Dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara 

efesien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan 

seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak 

duplikasi dengan sumber pemberdayaan lain. Serta kegiatan yang 

dilaksanakan dengan efektif berdaya tingkat tinggi terhadap pencapaian 

program kesehatan prioritas nasional. Dan kegiatan pemanfaatan dana 

Bantuan Operasional Kesehatan dilaksanakan secara terpadu baik dari segi 

dana, waktu, kegiatan, serta sarana untuk pencapaian target program kesehatan 

dengan melibatkan para pelaksana program di Puskesmas, Kader Kesehatan, 

lintas sektor serta unsur lainya. Pemanfaatan dana Bantuan Operasional 

Kesehatan menggunakan prinsip satuan kewilayahan, Administrasi (RT), RW, 

Dusun, Desa atau Kelurahan, Kecamatan, Sekolah dan Satuan Administrasi 

lainnya. 

      Pada penelitian terdahulu, Poppy (2018) yang berjudul Analisis 

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan 

(BOK) dengan Pendekatan value for money Pada Puskesmas Binakarsa 

Pematang III/B Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI memiliki 

beberapa dana yang di anggarkan tetapi tidak direalisasikan sepenuhnya. 

Puskesmas Binakarsa mencantumkan beberapa kegiatan dan belanja pada 

laporan keuangannya seperti anggaran belanja jasa kesehatan non kapitasi 
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sebesar Rp.24.000.000 namun yang terealisasi hanya Rp.10.300.000 atau 43% 

dari anggaran, puskesmas juga mencantumkan transport penyuluhan 

Rp.15.500.000 yang terealisasi hanya Rp.1.500.000, kemudian ada kegiatan 

dinas ke luar kota sebesar Rp.10.000.000 yang terealisasi hanya Rp.670.000 

atau hanya 6% dari dana yang dianggarkan tidak hanya itu dalam laporan 

anggaran dan realisasi Puskesmas Binakarsa juga mencantumkan anggaran 

yang tidak terealisasi sama sekali seperti transport kunjungan kerumah warga, 

konsumsi peserta penyuluhan, kursus singkat pelatihan, belanja ATK 

penyuluhan, belanja pemeriksa HB dan kolestrol, belanja modal dan peralatan 

mesin, belanja lemari arsip, belanja tv dan kursi semua kegiatan dan belanja 

tersebut di anggarkan namun tidak direalisasikan. 

      Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, Puskesmas Kenten 

Palembang merupakan salah satu pelayanan kesehatan strata pertama yang ada 

di Provinsi Sumatera Selatan. Puskesmas Kenten Palembang berdiri pada 1 

Mei 1971 yang masih merupakan KIA, beralokasi di Jl. MP Mangkunegara 

No. Balai Pengobatan (BP) dan KIA. Seiring berkembangannya, berubah 

menjadi Puskesmas Induk yang melayani Kelurahan 8 Ilir dan Kelurahan dan 

Kelurahan Kuto Batu Palembang. Selanjutnya di bantu dengan Puskesmas 

Pembantu 8 Ilir dan Tuna Netra. Berdasarkan SK Walikota Palembang Kenten 

mendapatkan Wilayah kerja baru yaitu Kelurahan Duku.  

      Dana BOK merupakan anggaran yang digunakan untuk membantu 

Puskesmas dalam menjalankan kegiatan Pelayanan Kesehatan, seperti 

Kegiatan Poskesdes, dan Posyandu yang secara rutin dilakukan oleh 
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Puskesmas Kenten Palembang, anggaran ini diharapkan dapat mencukupi 

kebutuhan keuangan Puskesmas dalam melakukan Pelayanan Kesehatan. 

Puskesmas Kenten Palembang pada tahun 2017 mendapatkan Anggaran 

Bantuan Operasional Kesehatan dari Pemerintah Sebesar Rp. 385.000.000. 

Berikut adalah beberapa pelaksanaan kegiatan dan hasil laporan anggaran 

BOK Puskesmas Kenten Palembang : 

Tabel. I. 1 
Pelaksanaan Kegiatan Dan Laporan Anggaran BOK 

Puskesmas Kenten Palembang Tahun 2017 
 

No Kegiatan Rincian Pelaksanan Sumber Biaya 
BOK 

A. UKM Essensial & Pengembangan : 
 
1 Upaya Kesehatan Ibu (Pelayanan Antenatal 

Care (ANC), Pelayanan Ibu Nifas) 
- Transport  
- Konsumsi  
- Pembelian reagen 
- ATK Kegiatan 
- Spanduk 

Rp. 18.937.500 

2 Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi/balita  
 

- Transport  
- Konsumsi  
- Narasumber 
- Honor narasumber 
- ATK Kegiatan 
- Spanduk 

Rp. 11. 285.000 

3 Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra 
Sekolah 

- Transport 
- PMT Penyuluhan 

Rp. 25.180.000 

4 Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan 
Remaja (pelayanan kesehatan anak usia 
sekolah  institusi dan non institusi, Bias 
campak, Bias DT.Td) 

- Transport  
- Konsumsi  
- ATK Kegiatan 
- ATK Peserta 
- Fotokopy  
- Spanduk  

Rp. 26.735.000 

5 Imunisasi (imunisasi dasar, imunisasi dasar 
lengkap termasuk introduksi vaksin baru) 

- Transport  
- Konsumsi  
- Fotocopy 
- ATK Kegiatan 
- ATK Peserta 
- Spanduk 

Rp. 46.270.000 

6 Upaya kesehatan lanjut usia (Pelayanan 
kesehatan lanjut usia) 

- Transport  
- Pembelian reagen 
- ATK Kegiatan 
- Spanduk 

Rp. 47.641.000 
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7 Upaya Kesehatan Lingkungan (pelayanan 
kesehatan lingkungan) 

- Transport  
- Konsumsi  
- ATK Kegiatan 
- Honor narasumber 
- ATK Peserta 
- Spanduk 
- Pamflet 
- Poster  

Rp. 15.860.000 

8 Upaya Promosi Kesehatan (pelayanan 
promkes) 

- Transport  
- Konsumsi  
- Fotocopy materi 
- ATK Peserta 
- ATK Kegiatan 
- Spanduk 
- Fotocopy checklist 
- Honor narasumber 

Rp. 88.225.000 

9 Upaya Pencegahan & Pengendalian 
Penyakit Menular Langsung (TB, 
HIV/AIDS, DIARE, ISPA) 

- Transport  
- Konsumsi  
- Fotocopy 
- ATK Peserta 
- ATK Kegiatan 
- Honor narasumber 
- Media KIE 
- Spanduk 

Rp. 19.800.000 

10 Upaya Pencegahan & Pengendalian 
Penyakit Tular Vektor dan Zootonik 
(Malaria & DBD) 

Transport Kader Rp. 960.000 

11 Upaya Pencegahan & Pengendalian 
Penyakit Tidak Menular (deteksi dini dan 
tindak lanjut dini) 

- Transport  
- ATK Kegiatan 
- Spanduk 

Rp. 1.090.000 

12 Upaya Pencegahan dan Pengendalian 
Masalah Kesehatan Jiwa & NAFZA 

- Transport  
- Konsumsi  
- Fotocopy  
- ATK Peserta 
- Spanduk 

Rp. 12.635.000 

13 Upaya Kesehatan Kerja (pembinaan dan 
pemantauan Pos UKK) 

Transport Rp. 240.000 

14 Upaya Kesehatan Tradisional (pembinaan 
dan pemantauan kesehatan tradisional) 

Transport Rp. 960.000 

15 Upaya Kesehatan Olahraga (pemeriksaan 
kebugaran pegawai puskesmas) 

Transport Rp. 1.720.000 

16 Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut - Transport 
- Dental kit 
- spanduk 
- ATK Kegiatan 

Rp. 6.330.000 

B. Dukungan Manajemen di Puskesmas 
 
1 Manajemen Puskesmas (jasa petugas - Jasa Rp. 55.290.000 
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promkes, minilokakarya puskesmas, 
minilokakarya Lintas Sektoral dan rapat-
rapat lintas program) 

- Konsumsi 
- Spanduk 
- ATK Kegiatan 
- Transport 
- Honor narasumber 
- ATK Peserta 

2 Penyediaan  Bahan Habis Pakai (ATK 
BOK) 

ATK BOK Rp. 3.600.000 

3 Konsultasi & Pembinaan Teknis (konsultasi 
ke Dinkes) 

Transport  Rp. 1.160.000 

4 Sistem Informasi (pengadaan laporan dan 
pengiriman laporan) 

- Fotocopy  
- Transport  

Rp. 1.081.500 

GRAND TOTAL UKM ESSENSIAL & DUKUNGAN 
MANAJEMEN PUSKESMAS 

Rp. 385.000.000 

 

      Dari tabel. I.1 bisa kita ketahui bahwa Pelaksanaan Kegiatan Dan Laporan 

Anggaran BOK Puskesmas Kenten Palembang sudah terealisasi 100% artinya 

pelaksanaannya sudah dilakukan dengan baik oleh Puskesmas Kenten 

Palembang dengan nominal sebesar Rp.385.000.000.  

      Puskesmas Kenten Palembang secara keseluruhan memiliki beberapa 

fenomena yang teridentifikasi, yaitu tidak adanya informasi tentang 

pengelolaan anggaran dana BOK baik melalui media elektronik maupun 

media informasi lainnya, dan belum adanya akses untuk memperoleh 

informasi tentang anggaran dana BOK dalam bentuk Pelayanan dan 

Pelaksanaan, serta Puskesmas belum melakukan pengumuman pencatatan 

laporan perencanaan, pengelolaan, pertanggung jawaban anggaran dana BOK 

kepada masyarakat. Dan Puskesmas Kenten Palembang tidak pernah 

mengadakan musyawarah yang diikuti masyarakat dalam peningkatan 

kebijakan Pelayanan Kesehatan, dan Puskesmas Kenten Palembang tidak 

menyadari bahwa informasi keuangan yang terbuka, menyeluruh dan jujur 

kepada masyarakat itu adalah bukti pertanggung jawaban Puskesmas kepada 

Sumber : Data Anggaran BOK Puskesmas Kenten  tahun 2017 
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Pemerintah. Kemudian akuntabilitas Puskesmas Kenten Palembang dalam 

pelaksanaan anggarannya belum diawasi secara terus menerus oleh pengawas 

intern maupun ekstern, Puskesmas Kenten Palembang dalam pelasanaan 

anggaran penetapan program-program belum dirancang dengan 

mempertimbangkan efektivitas penggunaan Sumber Daya, serta bantuan 

anggaran dana BOK belum mencukupi untuk memenuhi biaya pengeluaran 

Puskesmas Kenten Palembang, dan Puskesmas kenten Palembang belum 

mampu menjelaskan, menjawab dan mempertanggung jawabkan setiap 

kebijakan publik secara professional kepada publik melalui visi misi yang 

dibuat. 

      Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis 

tertarik melakukan penelitan dengan judul “ Analisis Transparansi dan 

Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada 

Puskesmas Kenten Palembang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut maka rumusan 

masalah yang akan diteliti adalah bagaimanakah pelaksanaan Transparansi 

dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada 

Puskesmas Kenten Palembang? 
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C. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Transparansi dan 

Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada 

Puskesmas Kenten Palembang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

      Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di antaranya: 

      1. Bagi peneliti 

      Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam proses 

penelitian tentang Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kenten 

Palembang. 

      2. Bagi Almamater 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi 

serta dapat menambah wawasan dan menjadi informasi. 

      3. Bagi Puskesmas Kenten Palembang 

      Hasil penelitian ini diharapkan sebagai wadah dalam menyalurkan 

aspirasi mengenai Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kenten 

Palembang. 
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